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HASIL survei Magister dan Doktor
Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
(MDKIK) UGM yang menunjukkan se-
bagian besar warga DIY (60 persen) se-
tuju pemerintah menerapkan new nor-
mal disertai protokol yang ketat, me-
mang layak menjadi pertimbangan bagi
Pemda DIY dalam mengambil keputus-
an. Meski demikian, hasil survei terse-
but hendaknya bukan menjadi satu-sa-
tunya pertimbangan untuk menerapkan
kenormalan baru. Terlebih, melihat re-
sponden yang disurvei, belum bisa me-
wakili seluruh masyarakat DIY, meng-
ingat mereka yang mengisi kuisioner
adalah warga yang sudah akrab de-
ngan teknologi online, sementara
masyarakat yang belum akrab dengan
dunia online belum terwakili.

Tentu kita tak hendak mengesam-
pingkan survei tersebut, melainkan per-
lu melengkapinya dengan realitas sosial
menyikapi pandemi Covid-19, misalnya
masih banyak warga yang belum disi-
plin mengenakan masker, menerapkan
physical distancing maupun social dis-
tancing, serta kebiasaan cuci tangan.
Terlebih, survei tersebut hanya meng-
ukur persepsi masyarakat, bukan reali-
tas masyarakat. Padahal, hemat kita,
sebelum Pemda DIY mengambil kepu-
tusan menerapkan new normal, harus-
lah sungguh-sungguh memperhatikan
realitas masyarakat.

Boleh jadi, mereka yang setuju pe-
nerapan new normal telah memiliki disi-
plin atau kesadaran tinggi dalam mene-
rapkan protokol kesehatan, sehingga
tak terlalu risau dengan ancaman penu-
laran atau penyebaran Covid-19. Tak
hanya itu, mereka juga telah mempro-
teksi diri agar tidak tertular, misalnya de-
ngan selalu memakai masker, tidak
berkerumun, serta cukup asupan gizi
sehingga imunitas meningkat.

Lantas, bagaimana dengan mereka
yang abai terhadap masalah kesehatan
dan tak disiplin menerapkan protokol
pencegahan penyebaran Covid-19,

" Menimbang Lagi New Normal di DIY

mungkin belum tercover dalam survei
ini. Terkait itu pula, Pemda DIY menya-
takan belum tergesa-gesa untuk mene-
rapkan kenormalan baru. Guru Besar
Bidang Kebijakan Publik dan Kependu-
dukan UGM Prof Dr Muhadjir Darwin
menyatakan, survei ini belum bisa me-
wakili seluruh kelompok masyarakat
DIY karena dilakukan wawancara seca-
ra online. Meski begitu, survei tersebut
layak untuk dipertimbangkan oleh
pengambil kebijakan (KR 30/5).

Kiranya perlu ditegaskan bahwa
persepsi masyarakat DIY tidak ber-
banding lurus dengan realitas masya-
rakat dalam menghadapi pandemi
Covid-19. Sebab, di lapangan masih
cukup banyak warga yang abai ter-
hadap pentingnya menjaga kesehatan
diri sendiri maupun orang lain. Hemat
kita, jauh lebih penting adalah upaya
untuk mendisiplinkan warga agar taat
pada protokol kesehatan. Bila memang
sulit untuk disiplin diri, maka cara paling
efektif adalah dengan upaya paksa
agar taat protokol. Konsekuensinya, bila
melanggar aturan harus dijatuhi sanksi
yang tegas, baik berupa denda maupun
kurungan.

Sejumlah daerah, termasuk di Jawa
Tengah, telah menerapkan sanksi ad-
ministratif berupa denda terhadap
mereka yang tidak memakai masker
ketika berada di luar rumah, yang be-
sarannya bervarasi, mulai dari Rp 50
ribu hingga Rp 100 ribu dengan kuali-
fikasi tindak pidana ringan (tipiring).
Aturan tersebut tertuang dalam Perda
maupun Perbup di masing-masing dae-
rah sebagai payung hukum.

Sementara di DIY, meski semangat-
nya sama yakni penjatuhan sanksi bagi
yang melanggar protokol, namun se-
jauh ini belum cukup efektif, karena
lebih banyak bersifat persuasif yakni
melalui imbauan. Memang cara ini lebih
soft, namun bila masyarakat tetap
'ngeyel’, pilihan pendekatan hukum ki-
ranya jauh lebih efektif. J-0

tanggung jawab penulis.

MENGELOLA keuangan bukan seka-
dar menulis arus kas dan mengaturnya.
Namun lebih dari itu, kita harus mengetahui
arah dan tujuan keuangan agar arus
keuangan yang kita peroleh serta besamya
pengeluaran tidak lebih dari pendapatan
yang kita terima, sehingga kita bisa terhin-
dar dari yang namanya utang. Bila saldo
minus, kita akan sulit untuk menabung
ataupun berinvestasi. Ini yang harus kita
hindari. Oleh karena itu, kita harus menen-
tukan tujuan keuangan agar bila suatu saat
kita memerlukannya, maka dana tersebut
sudah tersedia dan tidak perlu meminjam
ataupun utang. Mengelola keuangan de-
ngan bijak adalah syarat mutlak terca-
painya tujuan keuangan.

Secara garis besar ada empat macam
dana dalam prioritas keuangan keluarga.
Yang pertama adalah dana pendidikan,
yaitu dana yang diperuntukkan masuk
sekolah anak-anak. Dana pendidikan pen-
ting disiapkan karena akibat inflasi, uang
masuk sekolah akan naik setiap tahunnya.
Untuk iuran sekolah misalnya, kita bisa
memasukkannya dalam biaya bulanan.
Dalam mengantisipasi kenaikan biaya pen-
didikan, lebihkan tabungan. Untuk menca-
pai tujuan keuangan dana pendidikan ini,
kita bisa memakai cara menabung, asur-
ansi dana pendidikan atau investasi emas.

Yang kedua adalah dana rutin atau bu-
lanan yang mencakup kebutuhan sehari-
hari seperti makan, biaya bensin, biaya lis-
trik, biaya intemet, biaya air, telpon dan se-
bagainya. Dana rutin ini sebenarmya bisa
diatur dan dihemat bila kita berpedoman
pada kesederhaan hidup. Tidak bergaya
hidup mewah dan boros. Belanja makanan
seperlunya saja dan bijak dalam menggu-
nakan listrik, telpon dan air.

Dana darurat adalah dana yang disiap-
kan untuk kebutuhan darurat, misalnya saat
sakit, saat terjadi bencana alam, atau tiba-ti-
ba terkena PHK. Dana darurat disiapkan
sebelum kita mengalokasikan dana untuk
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tujuan keuangan. Alasannya, jika kita belum
memiliki dana darurat dan sudah menga-
lokasikan dana untuk tujuan keuangan, lalu
tiba-tiba terjadi sesuatu hal dan kita tidak
memiliki dana persediaan, maka kita tentu
akan memakai dana yang dialokasikan un-
tuk tujuan keuangan. Ini mengakibatkan tu-
juan keuangan menjadi terganggu.

Untuk yang keempat adalah dana pensi-
un. Waktu yang terbaik menyiapkan dana
pensiun adalah saat kita muda. Idealnya
saat kita masih berusia 25 tahun. Tapi sa-
yang, kadang kita merasa pensiun kita
masih lama. Padahal semakin panjang
waktu untuk tiba di usia pensiun, semakin
sedikit biaya yang harus kita sisihkan.
Sebaiknya mulai sekarang segera berin-
vestasi. Semampu kita dan secara berkala
kita naikkan minimal 10 % setiap tahunnya.

Menyiapkan membeli aset bergerak se-
perti kendaraan merupakan aset yang ni-
lainya menurun sesuai usia kendaraan.
Namun ini diperlukan sebagai alat trans-
portasi menuju tempat kerja. Bila menggu-
nakan kendaraan umum membutuhkan bi-
aya cukup tinggi, maka pertimbangkan un-
tuk membeli kendaraan roda dua. Kita bisa
membeli dengan cara kredit. Yang perlu
dicermati bila hendak kredit kendaraan
atau KPR/rumah adalah tidak melebihi 30
% penghasilan yang kita dapatkan.

Sebagai alat bantu untuk menghitung tu-
juan keuangan, kita bisa menggunakan
kalkulator pendidikan atau kalkulator dana
pensiun yang tersedia di intemet. Cari yang
paling cocok dan bila memungkinkan
diskusikan kepada ahli perencana keuan-
gan. Satu lagi, bila belum memiliki dana
darurat, jadikan prioritas utama. Pilih priori-
tas yang paling urgent untuk mencapai tu-
juan keuangan. Trik yang paling jitu adalah
menyisihkan uang setiap bulannya dan
sesuaikan dengan kemampuan kita. (J-0

Nur Rahmah Irdianawati SE,
Staf Sub Bag Keuangan & Akuntansi
RSUD Sleman.

Pendidikan dalam 'New Normal Life’

PRESIDEN Jokowi telah memberi
sinyal akan hadirnya kehidupan normal
baru sebagai bentuk penyesuaian atas
pandemi global Covid-19 yang tengah
terjadi di Indonesia. Meskipun masih
bersifat wacana dan terdapat pro-kon-
tra, pemerintah tampaknya serius un-
tuk mempersiapkan strategi new nor-
mal life dalam berbagai bidang kehidu-
pan, seperti ekonomi, pariwisata, dan
lainnya. Harian KR dalam Tajuk
Rencana (27/5) bagaimana persiapan
DIY dalam menyongsong new normal
ditegaskan Sekda DIY, Kadar-
manto Baskara Aji.

Sayangnya, sektor pendidikan
belum cukup tuntas dipantik lebih
dalam bagaimana strategi imple-
mentasinya. Penyiapan instrumen
kehidupan baru dalam pendidikan
perlu menjadi perhatian serius.
Penyiapan strategi implementasi
pola kehidupan baru dalam pen-
didikan ini setidak-tidaknya perlu
memperhatikan tiga hal : asumsi
data, permasalahan, dan solusi.

Dua Asumsi

Pertama, strategi implementasi
dalam bidang ini perlu memper-
hatikan dua asumsi berikut, yaitu
kondisi penyebaran virus dan data
jumlah anak-remaja sebagai peser-
ta didik aktif yang terkonfirmasi
positif. Berdasarkan tren kasus
baru korona di Indonesia, grafik
yang dilaporkan juru bicara pemerintah
menunjukkan kurva yang cenderung
fluktuatif. Setelah sempat turun selama
3 hari berturut-turut, per-27 Mei 2020
kasus baru kembali meningkat.

Dari sisi jumlah anak yang terinfeksi
Covid-19, berdasarkan laporan Ikatan
Dokter Anak Indonesia di laman
resminya idai.or.id, sebanyak 584 anak
di Indonesia terkonfirmasi positif dan 14
anak meninggal dunia. Angka ini meru-
pakan angka tertinggi di Asia. Bercer-
min dari data tersebut, wacana pember-

Fathur Rahman

lakuan new normal life secara masif di
tengah masih tingginya angka penye-
baran Covid-19 dapat berakibat cukup
fatal. Mengingat pendidikan dengan
kumpulan jumlah orang yang tinggi da-
lam satu lokasi yang terkonsentrasi.
Bandingkan ketegasan sikap dan ke-
bijakan Presiden Filipina, Rodrigo
Duterte (The Jakarta Post, 26/5) yang
menyatakan bahwa pemerintah tidak

akan mengizinkan anak-anak untuk
kembali sekolah sampai vaksin tersedia.
Duterte khawatir dengan risiko terlalu
besar jika anak-anak kembali ke seko-
lah. Untuk mengatasi keadaan tersebut,
kementerian pendidikan Filipina telah
mempersiapkan model kelas online un-
tuk tahun pelajaran berikutnya.

Kedua, penerapan new normal life da-
lam pendidikan di tahun ajaran yang
akan segera mulai di bulan Juli 2020
hendaknya perlu didasari atas kajian ce-
pat terhadap berbagai permasalahan

yang menghadang. Beberapa per-
masalahan yang terdeteksi, di an-
taranya adalah perbandingan ideal jum-
lah rombel dengan kapasitas kelas yang
tersedia yang sesuai dengan protokol ke-
sehatan, pilihan mode pembelajaran :
Apakah murni tatap muka-klasikal
ataukah mode blended-learning yang
memadukan konvensional dan daring?
Penyesuaian alokasi waktu pembela-
jaran, penegakan protokol kesehatan
yang ketat, dan dukungan layanan kon-
seling-psikososial.
Lebih Problematis

Dari segi jumlah rombel, kegiatan
pembelajaran di sekolah swasta
berpotensi lebih problematis, kare-
na jumlah peserta didik yang sa-
ngat banyak. Sementara kapasitas
ruang kelas tidak memadai jika
harus menerapkan protokol kese-
hatan yang sangat ketat. Begitu pu-
la halnya dengan sekolah/madrasah
yang mengelola layanan boarding
atau sekolah berasrama. Jumlah
anak dalam satu ruang asrama per-
lu memperhatikan batasan maksi-
mal kerumunan orang dalam satu
ruangan.

Ketiga, setidak-tidaknya dari dua
problem di atas, pemangku kepen-
tingan dapat menerapkan solusi
mode blended-learning yang men-
gombinasikan tatap muka dengan
mode online dan dapat berimplikasi
langsung dengan pergantian jadwal yang
bersifat on-learning dan off-learning.
Bagi kelas tertentu yang sedang off-lear-
ning dapat belajar dari rumah, sedang-
kan bagi kelas lainnya yang berkesem-
patan on-learning bisa mendalami materi
secara konvensional. Kita berharap se-
moga pendidikan tetap berjalan dan ke-
selamatan jiwa tidak terabaikan. (-0

*) Fathur Rahman, Dosen Prodi
Bimbingan dan Konseling UNY, Ketua
ABKIN DIY dan Pengurus Majelis
Dikdasmen Muhammadiyah DIY.

KR-JOKO SANTOSO

Hakim Dibina atau Dibinasakan?

PIDATO pertama Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang baru Dr
H Syarifuddin SH MH, beberapa waktu
lalu cukup memberikan harapan cerah.
Pidato di hadapan Pimpinan Mahkamah
Agung dan para Hakim Agung Rl ini di-
ikuti secara daring oleh para Hakim
Tinggi dan Hakim-hakim Pengadilan
Negeri di seluruh Indonesia.

Harapan cerah bagi dunia penegakan
hukum di Indonesia ini tercuat. Dalam
pidatonya Syarifuddin bertekad akan
berusaha mengembalikan kedudukan
MA kepada habitatnya. Yakni sebagai
Judex juris dan akan mendorong penyele-
saian perkara selesai hanya sampai
tingkat judex factie. Artinya setiap
perkara yang diajukan pencari keadilan
keputusannya diharapkan bisa, meme-
nuhi rasa keadilan masyarakat ( pro-
gressif). Sehingga bisa diseleaikan hanya
sampai di tingkat Pengadilan Negeri
atau tingkat Pengadilan Tinggi. Tdak
perlu sampai harus ke Mahkamah
Agung.

Cukup Realistis

Sebuah harapan indah dan cukup re-
alistis. Karena setiap keputusan peng-
adilan harus bisa memenuhi rasa keadil-
an masyarakat, maka diharapkan
hakim pemeriksa perkara tidak hanya
berfungsi sebagai corong undang-un-
dang semata. Karena di pundak hakim
terbebani tugas atau fungsi sebagai
penegak hukum. Meski sejatinya, beban
sebagai penegak hukum tersebut tidak
hanya ada pada hakim saja. Namun juga
disematkan kepada mereka yang juga
berkedudukan sebagai penegak hukum.
Yaitu polisi, jaksa dan advokat sehingga
bersama hakim sering disebut sebagai
catur wangsa penegak hukum. Keempat
aparat ini memiliki beban dan tugas
yang sama.

Dalam pelaksanaan core business
Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam penye-
lesaian perkara, MA akan terus berusa-
ha untuk meningkatkan fungsi manage-

Achiel Suyanto S

men penanganan perkara. Caranya, de-
ngan melakukan penataan dan pembi-
naan secara administrasi dan teknis yu-
disial mulai hulu hingga hilir. Dari hulu,
diharapkan akan dilakukan penataan
dan pembinaan dengan meningkatkan
akseptabilitas putusan pengadilan ting-
kat pertama (PN) dengan meningkatkan
kapabilitas hakim dan aparatur peng-
adilan di tingkat pertama. Hal ini bisa
dilakukan dengan terus melakukan
pembaruan hukum acara melalui juk-
nis-juknis atau hasil-hasil kajian para
Hakim Agung, guna menjamin ter-
penuhinya asas peradilan yang, seder-
hana, cepat dan biaya murah.
Sedangkan di badan Peradilan tingkat
kedua (PT), penataan dan pembinaan
penanganan perkara dilakukan dengan
mengefektifkan fungsi pengadilan ting-
kat banding. Sehingga para hakim dari
tingkat Pengadilan Negeri hingga
Pengadilan Tinggi yang masih dapat
diberi pembinaan untuk bekerja lebih
baik. Tetapi bagi yang tidak dapat dibi-
na akan dibinasakan,

hukum dan pemberian kemanfaatan.
Bukankah itu hakikat dan tujuan dari
hukum?

Percepatan Penyelesaian

Adapun penguatan kapasitas dan ka-
pabilitas pengadilan tingkat banding
adalah untuk memastikan terjadinya
percepatan penyelesaian perkara de-
ngan peningkatan kualitas suatu putus-
an. Hal ini terkait erat sebagaimana dia-
manatkan dan dirumuskan dalam Buku
Cetak Biru Mahkamah Agung. Buku
yang membahas sistem pengelolaan or-
ganisasi terstruktur yang terdesentral-
isasi.

Sedangkan dari hilir, penataan dan
pembinaan dilakukan dengan upaya
mengembalikan kedudukan Mahkamah
Agung sesuai hakikatnya sebagai judex
Juris. Tentu dilaksanakan dengan pen-
guatan pelaksanaan sistem kamar dan
pemberdayaan pemilahan perkara.
Sehingga tidak semua perkara harus
bermuara ke Mahkamah Agung. Dan
itu pasti akan mengurangi penumpukan
perkara di MA tiap tahunnya. -0

*) Dr Achiel Suyanto S, Wakil Ketua

Umum DPN Peradli.

begitu istilahnya.
Bukan kejam.
Maksud kalimat ini
adalah bila tidak dapat
mengikuti perubahan
dan perbaikan kinerja
yang diterapkan MA
maka akan diberi ke-

sempatan untuk di DIY.
mundur sebagai hakim.
Sehingga sedapat

mungkin setiap perkara
itu bisa selesai ditingkat
judex factie. Tentu de-
ngan menjatuhkan pu-
tusan dan penetapan
yang dapat menyeim-
bangkan antara pe-
menuhan rasa keadilan,
jaminan kepastian

berhenti.
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KPK luncurkan aplikasi 'Jaga Bansos’.
-- Biar tak diintervensi, perlu juga aplikasi
’Jaga KPK’

Sempat landai, kasus positif Covid-19 muncul lagi

-- Tepat bila Pemda DIY tak tergesa terap-
kan new normal.

Presiden ingatkan agenda strategis tak boleh

-- Memerangi Covid-19, juga harus jadi agen-
da strategis.

kekek

skekok
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Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502 . Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.




